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ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap 

tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 311 

ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama 

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah  UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 

Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 

2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No 

12 Tahun 2019; Perda Kab. Grobogan No.8 Tahun 2013. 

 - Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun Anggaran 2020 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, 

dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan 

dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka penyusunan perkiraan 

perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang 

bersangkutan, apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun Anggaran 2020; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan 

yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan 

untuk tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa. 9 (2) 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020, dan 

apabila pengeluaran itu terjadi setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 



Perubahan ditetapkan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. (3) 

Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (2) 

dapat terjadi apabila : a. keadaan darurat;dan/atau b. keperluan mendesak. (4) 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit 

memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari 

aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak 

diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh 

Pemerintah Daerah; dan/atau d. memiliki dampak yang signifikan terhadap 

anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (5) 

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat 

menggunakan belanja tidak terduga (6) Dalam hal belanja tidak terduga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, maka pendanaan 

keadaaan darurat dapat dilakukan dengan cara: a. penjadwalan ulang capaian 

terget kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ 

atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. (7) Keperluan mendesak 

sebagaimana disebut ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria: a. program dan 

kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 

tahun anggaran berjalan; dan/atau b. keperluan mendesak lainnya yang apabila 

ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan 

masyarakat. 10 (8) Termasuk di dalam kriteria mendesak adalah kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan guna melaksanakan Program dan Kegiatan dari Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Provinsi namun belum tersedia anggarannya dan 

Pemerintah Daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sebelum 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun setelah Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.  

 

CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


